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Indonesia merupakan yang menganut kedaulatan rakyat sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 
1945 yakni Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dianutnya 
maka Indonesia merupakan negara demokrasi karena pada hakikatnya 
demokrasi merupakan kedualatan rakyat. Pada mulanya demokrasi dipraktikan 
menurut makna aslinya yakni pemerintahan oleh rakyat, dimana rakyat terlibat 
secara langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan negara. Namun dalam 
perkembanganya, di era demokrasi modern, demokrasi dilaksanakan dengan 
cara perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih beberapa orang 
yang mewakilinya dalam proses pengambilan kebijakan negara. Dari sini 
munculah dua model demokrasi, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak 
langsung atau demokrasi perwakilan. 
Di Indonesia model demokrasi perwakilan tercermin melalui keberadaan 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemelihan umum. 
Sebagaiamana dinyatakan pada Pasal 22E ayat (2) Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemilihan umum 
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  





Daerah. Dilain pihak pemilihan umum juga merupakan manifestasi dari 
kehendak rakyat sebagaimana dinyatakan pada bagian menimbang huruf a 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa “… 
perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden 
serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan 
kedaulatan rakyat…” Artinya, setiap orang terpilih menjadi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dikarenakan telah mendapat amanah dari rakyat melalui 
pemberian hak pilih dalam pemilihan umum. 
Dalam perjalanananya, terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat 
dilakukan Pemberhentian Antarwaktu oleh sebab-sebab sebagaimana diatur 
dalam Pasal 239 ayat (1) ) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni : meninggal dunia, 
mengundurkan diri, atau diberhentikan. 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dikarenakan oleh 
hal-hal, yang salah satunya diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan1 sebagaiamana diatur pada 
                                                 
1 Pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan 
Rakyat, Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, yang berbunyi Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, apabila: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota 
DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; 
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; 
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih; 





Pasal 239 ayat (2) huruf g  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penjelasan otentik Pasal 
239 ayat (2) huruf g disebutkan bahwa Dalam hal anggota partai politik 
diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan 
keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Mekanisme pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam hal diberhentikan sebagai anggota partai politik terjadi secara otomatis. 
Artinya, status keanggotaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait berhenti 
seketika setelah diberhentikan keanggotaanya dari partai politk. Terkecuali jika 
terdapat keberatan dari pihak terkait ke pengadilan, maka proses pemberhentian 
menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
Pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga diatur 
pada Pasal 16 ayat (3) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juncto 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bunyi ketentuan tersebut ialah 
Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga 
perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan 
                                                 
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; 
f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 
g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau 





pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Di lapangan pemberhentian anggota Dewan Dewan Perwakilan karena 
diberhentikan oleh partai politik pengusung terjadi beberapa kali. Setelah 
dberhentikan dari partai politik pengusung, secara otomatis pihak yang 
bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 
Pemberhentian tersebut dialami oleh beberapa orang yakni Gede Pasek Suardika 
dari Partai Demokrat, dengan surat Nomor 01/EXT/DPP.PD/I/2014 
Perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.2 
Surat tersebut diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Partai Demokrat dan di tanda 
tangani oleh Ketua Harian Syariefuddin Hasan serta Sekjen Edhie Baskoro 
Yudhoyono. Dari Partai Kebangkitan Bangsa yang diberhentikan dengan cara 
serupa yakni Effendy Choirie dan Lily Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa 
melalui surat Nomor PW.01\/2278\/DPR RI\/III\/2011 yang diterbitkan oleh 
Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.3 
Terkait dengan topik pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
sesungguhnya telah terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menyoroti 
masalah terkait. Penelitian tersebut mengkaji permasalahan seputar hak recall 
partai politik. Diantaranya,  penelitian oleh Malicia Evendia yang berjudul 
Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat yang 
                                                 
2 Gede Pasek Dipecat Gara-gara Langgar Kode Etik, 
https://nasional.tempo.co/read/545724-/gede-pasek-dipecat-gara-gara-langgar-kode-etik diakses 
tanggal 28 September 2017. 
3 Sekjen PKB Bicara Mengenai Pemecatan Lily Wahid & Gus Choi, 
https://news.detik.com/be-rita/d-2198475/sekjen-pkb-bicara-mengenai-pemecatan-lily-wahid--gus-





pada pokoknya menyatakan bahwa hak recall atau hak memanggil kembali 
partai politik menggeser kadaulatan rakyat ke kedaulatan partai politik4. 
Kemudian terdapat pula penelitian oleh Stevanus E Van Setio yang berjudul Hak 
Recall Partai Politik Terhadap Keanggotaan DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia yang pembahasanya Pembahasan  dititikberatkan   pada  keseuaian 
penarikan kembali anggota DPR oleh Partai Politik pengusung dengan prinsip 
negara demokrasi yang berdasar atas hukum5. Kemudian penelitian yang 
dilakukan oleh M. Lutfi Chakim dengan judul Pengaturan dan Praktik Recall 
Anggota DPR Dalam Dinamika Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi 
Komparasi Pemberhentian Anggota Parlemen di Negara Amerika. Australia, dan 
Filipina). Penelitian Lutfi tersebut pada pokoknya membahas pengaturan recall 
di Indonesia dari masa orde lama sampai reformasi dan pengaturan recall di 
Negara Amerika, Australia, dan Filipina.6 
Penelitian terdahulu sebagaimana dipaparkan diatas, berkutat pada hak 
partai politik untuk mengusulkan pemberhentian anggotanya yang menjabat di 
Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan penelusuran penulis belum terdapat 
penelitian yang membahas perihal Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang diberhentikan keanggotaanya dari partai politik ditinjau 
berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Untuk itu, penulis menganggap masih 
                                                 
4 Malicia Evendia. 2012. Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan 
Rakyat. Lampung. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 3. Fakultas Hukum. Universitas 
Lampung. Hal. i. 
5 Stevanus E Van Setio. 2013. Hak Recall Partai Politik Terhadap Keanggotaan DPR Dalam 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Denpasar. Program Pascasarjana Universitas Udayana. Hal. Ix. 
6 M. Lutfi Chakim. 2012. Pengaturan dan Praktik Recall Anggota DPR Dalam Dinamika 
Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparasi Pemberhentian Anggota Parlemen di Negara 






terdapat ruang kosong kajian ilmiah terkait dengan pemberhentian anggota 
partai politik yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
konkuensinya terhadap pemberhentian pihak terkait sebagai anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dilihat dari sudut pandang kedaulatan rakyat. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana mekanisme Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat menurut peraturan perundang-undangan? 
2. Apakah pengaturan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat sesuai dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat? 
C. Tujuan Penelitan 
Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang penting keberadaannya dalam 
menentukan awal penelitian yang ingin di capai dari permasalahan yang ada. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 
diberhentikan keanggotaanya dari partai politik sesuai dengan prinsip kedaulatan 
rakyat. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini baik secara teoritis 
maupun secara praktis, yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 
pengaturan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 





prinsip kedaulatan rakyatt. Dengan demikian bisa menjadi referensi bagi para 
akademisi dalam melakukan kajian ilmu hukum Tata Negara tentang 
pengaturan pemberhentian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan seluruh kalangan terkait 
dengan pengaturan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat yang diberhentikan keanggotaanya dari partai politik ditinjau 
berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Bagi penulis penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan serta kasanah 
pemikiran yang mungkin pada waktunya dapat berguna guna menunjang 
keberhasilan karir penulis. 
2. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini bagi masyarakat mungkin dapat menjadi rujukan dalam 
menelaah mengenai pengaturan pemberhentian Antarwaktu terhadap anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat khususnya dalam hal karena diberhentikan dari 
partai politik. 
3. Bagi Kalangan Akademis 
Penelitian ini dapat di gunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan 





permasalahan pengaturan pemberhentian antarawaktu anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
F. Metode Penulisan 
1. Metode Pendekatan 
Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian 
hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif 
merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau aturan yang 
eksis di masyarakat, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitiaan 
hukum yang mencari tahu bagaimana suatu norma bekerja di masayarakat7. 
Karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau legal 
research . Artinya penelitian ini akan menelaah norma-norma hukum, teori-
teori, serta asas-asas yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Pada 
penelitian pustaka (nama lain penelitian yuridis normatif) mempunyai 
beberapa pendekatan diantaranya8 : pendekatan peraturan perundangan-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), 
pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan hukum 
(comparative approach) dan pendekatan asas-asas hukum. Dari sekian 
penedekatan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan 
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Maka penelitian ini akan 
memecahkan isu hukum yang diangkat melelui pengkajian peraturan 
perundang-undangan dan teori-teori yang relevan.  
                                                 
7 Soerjono Soekanto. 2009. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta. 
Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada. Hal.14-15. 






2. Jenis Bahan Hukum 
1. Bahan Hukum Primer 
Jenis bahan primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari hukum 
positif, atau peraturan perundang-undangan yang eksis. Peraturan 
perundang-undang yang akan dirujuk pada penulisan ini diantaranya : 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2008 Tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Pewakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta 
peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan masalah dalam 
penulisan, yang terlalu banyak untuk disebutkan. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan 
hukum primer diatas, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil 
penelitian, artikel ilmiah yang relevan. Dalam karya tulis ini bahan hukum 
sekunder yang akan dirujuk diantarannya : Buku-buku tentang Partai 
Politik, Demokrasi, konsep-konsep dasar dari peraturan hukum dan serta 
jurnal-jurnal yang membahas tentang partai politik, demokrasi, maupun 
keterhubungan antara keduanya. 





Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan 
hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa : ensiklopedia, 
kamus, mauapun glosarium. Dalam karya tulis ini bahan hukum tersier 
yang digunakan diantaranya : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 
Ilmiah, Kamus Filsafat, serta daftar istilah (glosarium) dari buku-buku 
yang dirujuk sebagai bahan hukum sekunder diatas.  
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan serangkaian metode dalam 
melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum diatas. Dalam penulisan ini 
teknik pengumpulan bahan hukum digunakan adalah penelaahan dokumen-
dokumen hukum dan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti. 
4. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum terbagi atas : analisis yang bersifat komparatif, 
yakni melalui perbandingan, analisis yang menelaah isi (content) dari 
masalah yang terkait, dan analisis yang menelaah kesuaian atau keselarasan 
antara masalah yang diajukan dengan peraturan perundang-undangan atau 
asas-asas hukum umum. Dalam penulisan ini teknik analisis bahan hukum 
yang digunakan adalah analisis isi (content analisys) atau deskriptif kualitatif 
dan dibantu dengan berbagi metode intrepetasi dari peraturan perundang-
undangan yang diajukan sebagai obyek masalah diatas dan dibantu dengan 
penafsiran atau intrepretasi hukum yang diantaranya yakni penafsiran 





G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang tersusun 
secara sistematis. Dimulai dari Bab I sampai dengan Bab IV yang diuraikan 
sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan karya ilmiah ini. Bab ini berisi 
Latar Belakang Masalah yang mendeskripsikan masalah-masalah atau 
urgensitas mengapa masalah terkait perlu untuk diteliti. Kemudian Rumusan 
Masalah yang mengkonkretisasi masalah yang terdapat pada bagian Latar 
Belakang Masalah dalam bentuk pertanyaan. Disusul oleh Tujuan Penulisan, 
Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 
Penulisan. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi pemaparan dan penjelasan mengenai konsep-konsep hukum, teori 
hukum, dasar hukum, serta doktrin-doktrin ahli hukum  yang akan dijadikan 
rujukan atau landasan dalam pembahasan masalah yang diajukan. 
BAB III  : PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pembasahan atas masalah yang diajukan pada Bab I dan dianilis 
menurut konsep, teori-teori, serta dasar hukum yang diuraikan pada Bab II.  
BAB IV  : PENUTUP 
Bab ini sesuai namanya berisi kesimpulan dari pembahasan pada Bab III dan 
berisi saran dari penulis atas masalah yang diajukan berdasarkan hasil temuanya. 
 
